[bookmark: _GoBack]BAB II
TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN PROPOSISI
2.1 Penelitian Sebelumnya
Penelitian terdahulu atau Penelitian Sebelumnya adalah penelitian-penelitian yang sudah pernah dilakukan oleh peneliti-peneliti lain yang subtansinya sama atau mirip dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti. Guna mendukung permasalahan yang akan dibahas oleh peneliti, maka sangat diperlukan eksplorasi dari penelitian-penelitian terdahulu yang relevan untuk menegaskan penelitian, juga posisi penelitian yang diperlukan sebagai teori pendukung guna menyusun konsep berpikir didalam sebuah penelitian. Selain itu juga, penelitian terdahulu sangatlah penting untuk peneliti karena dengan ini juga peneliti bisa menghindari plagiasi dan juga dapat membantu peneliti terpacu untuk melakukan penelitian dan juga memperolah solusi yang baru juga. Artinya, penelitian sebelumnya ini memang akan dianggap penting disuatu penulisan didalam sebuah penelitian. Hal tersebut dilakukan guna keilmuan yang dilakukan oleh para peneliti sebelumnya dapat dengan lancar diteruskan juga dapat menghasilkan banyak penelitian baru dan solusi dari pemecahan masalah yang bermanfaat. 
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Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu
	No
	Judul Penelitian
	Persamaan
	Perbedaan

	1.
	Penanganan Pengaduan Masyarakat Mengenai Pelayanan Publik (Sad Dian Utomo, Jurnal Ilmu Administrasi Negara, 2010)
	Persamaan dalam penelitian ini yaitu dalam variabelnya: variabel pengaduan masyarakat dan variabel pelayanan publik selain itu persamaan dalam peelitian ini adalah dalam metode penelitian kualitatif deskriptif.
	Perbedaan dalam peneitian ini terdapat di bagian teori yang digunakan yaitu teori tentang partisipasi masyarakat oleh Marschall (2004) dan lokasi penelitiannya di Kabupaten Lombok Barat

	2.
	IBM pelatihan Teknik Pengaduan Pelayanan Publik Berbasis E-Government di Kecamatan Roppocini (Haerana, Abdi, dan Isra Amartiani, Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, 2019)
	Persamaan dalam penelitian ini yaitu dalam variabelnya: variabel pengaduan masyarakat dan variabel pelayanan publik.
	Perbedaan dalam peneitian ini terdapat di bagian teori yang digunakan yaitu teori tentang penyelenggaraan menurut Akbar, metode  penelitian yang diambil adalah  metode partisipatif dan lokasi penelitiannya di Kota Makassar

	3.
	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Dalam Upaya Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik (Hiasinta Sabeni dan Emei Dwinanarhati Setiamandani, Jurnal Ilmu Sosial san Ilmu Politik, 2020)
	Persamaan dalam penelitian ini yaitu dalam variabelnya: variabel pengaduan dan variabel pelayanan publik. Metode Penelitian yang digunakan juga sama yaitu metode penelitian kualitatif deskriptif
	Teori yang digunakan yaitu teori pelayanan public menurut Zaenal Mukarom (2018:79), Lokasi Penelitiannya di kota malang

	4.
	Analisis Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Masyarakat Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banjarmasin (Syarif Hidayatullah, Universitas Islam Kalimantan, 2021)
	Persamaan dalam penelitian ini yaitu dalam variabelnya: variabel pengaduan dan variabel pelayanan publik. Metode Penelitian yang digunakan juga sama yaitu metode penelitian kualitatif deskriptif
	Teori yang digunakan yaitu teori standard kinerja pelayanan, Lokasi Penelitiannya di Kota Banjarmasin

	5.
	Responsivitas Pelayanan Pengaduan Masyarakat di Kanttor Kepolisian Sektor Alla Kabupaten Enrekan (Maya Sofianti, Universitas Muhammadiyah Makassar, 2020)
	Persamaan dalam penelitian ini yaitu dalam variabelnya: variabel pengaduan dan variabel pelayanan publik.
	Metode Penelitian yang diambil yaitu metode penelitian kuantitatif, dan lokasi penelitiannya di Kabupaten Enrekang, Teori yang digunakan adalah teori indikator responsivitas menurut Zeithaml dalam Herdiyansyah
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2.2 Tinjauan Pustaka
2.2.1 Kualitas Pelayanan
Menurut Goetsch dan Davis dalam Hardiyansyah (2011:36) kualitas pelayanan adalah:
“Kualitas pelayanan merupakan kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk, jasa, manusia, proses dan lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan. Juga diartikan sebagai sesuatu yang berhubungan dengan terpenuhinya harapan/kebutuhan pelanggan, dimana pelayanan dikatakan berkualitas apabila dapat menyediakan produk dan jasa (pelayanan) sesuai dengan kebutuhan dan harapan pelanggan.”

Pelayanan dikatakan berkualitas atau memuaskan bila pelayanan tersebut dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat. Apabila masyarakat tidak puas terhadap suatu pelayanan yang disediakan, maka pelayanan tersebut dapat dipastikan tidak berkualitas atau tidak efsien. Karena itu, kualitas pelayanan sangat penting dan selalu fokus kepada kepuasan pelanggan.
Menurut Ibrahim (2008:22) mendefinisikan sebagai berikut:
“Kualitas pelayanan publik merupakan suatu kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk, jasa, manusia, proses dan lingkungan dimana penilaian kualitasnya ditentukan pada saat terjadinya pemberian pelayanan publik tersebut.”

Untuk dapat menilai sejauh mana kualitas pelayanan publik
yang diberikan oleh aparatur pemerintah, perlu ada kriteria yang
menunjukkan apakah suatu pelayanan publik yang diberikan dapat
dikatakan baik atau buruk, berkualitas atau tidak. Berkenaan dengan
hal tersebut, Menurut  Levine dalam Dwiyanto (2008:143) Untuk menilai pelayanan publik, terdapat sejumlah Dimensi dalam melihat suatu pelayanan publik yang berkualitas. Levine dalam Dwiyanto menyajikan tiga Dimensi untuk menilai produk pelayanan publik. Adapun ketiga dimensi tersebut, sebagai berikut: 
1. Dimensi Responsifitas (Daya tanggap pegawai) adalah daya tanggap penyedia layanan terhadap harapan, keinginan, aspirasi maupun tuntutan pengguna layanan. Pemberian pelayanan kepada masyarakat harus berkualitas, apalagi mendapatkan pelayanan yang sesuai merupakan hakekat dari masyarakat, pada era yang semakin maju ini membuat banyak masyarakat sudah semakin cerdas dan menilai pemberian pelayanan yang diberikan oleh pemerintah.
2. Dimensi Responsibility (Responsibilitas atau tanggungjawab pegawai) adalah suatu ukuran yang menunjukkan seberapa jauh proses pemberian pelayanan publik dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip atau ketentuan-ketentuan administrasi dan organisasi yang benar dan telah ditetapkan.
3. Dimensi Accountability (Akuntabilitas) adalah suatu ukuran yang menunjukkan seberapa besar proses penyelenggaraan pelayanan sesuai dengan kepentingan stakeholder dan norma-norma yang berkembang dalam masyarakat.

2.2.2 Pelayanan Publik
Menurut UU No 25 Tahun 2009 mendefinisikan sebagai berikut:
“Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundangundangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.”

Menurut Rasyid (1997:48) mendefinisikan sebagai berikut:
“Dilihat dari sisi pemerintahan maka pelayanan adalah proses kegiatan pemenuhan kebutuhan masyarakat berkenaan dengan hak-hak dasar dan hak pemberian, yang wujudnya dapat berupa jasa dan layanan. Bagi pemerintah, masalah pelayanan menjadi semakin menarik untuk dibicarakan karena menyangkut salah satu dari tiga fungsi hakiki pemerintah, disamping fungsi pemberdayaan dan pembangunan.”

2.2.2.1. Unsur-unsur Pelayanan Publik 
Menurut Bharata dalam paparan Kajian Pustaka.com (2013) unsur penting dalam pelayanan publik ada empat, sebagai berikut : 
1. Penyedia layanan, adalalah para penyelenggara layanan yang bertugas untuk memberikan layanan kepada masyarakat, baik pelayanan dalam bentuk penyediaan barang ataupun jasa. 
2. Penerima layanan, adalah pihak yang membutuhkan adanya layanan dari para penyelenggra layanan.
3. Jenis layanan, merupakan bentuk kegiatan layanan yang dapat diberikan oleh penyelenggara layanan kepada pihak yang membutuhkan layanan. 
4. Kepuasan pelanggan, artinya memberikan pelayanan yang sesuai dengan aturan standar operasional prosedur yang mengacu pada bentuk kualitas pelayanan yang baik. Hal ini sangat penting dilakukan karena tingkat kepuasan yang didapatkan para pelanggan, sangat berkaitan erat dengan kualitas pelayanan yang mereka dapatkan
2.2.2.2. Asas-asas Pelayanan Publik 
Asas-asas pelayanan public menurut Keputusan Menpan Nomor 63/2003 sebagai berikut:
1. Transparansi. Bersifat terbukan, mudah dan dapat diakses oleh semua pihak  yang membutuhkan dan disediakan secara memadai serta mudah dimengerti.
2. Akuntabilitas. Dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan 
3. Kondisional. Sesuai dengan kondisi dan kemampuan pemberi dan penerima pelayanan dengan tetap berpegang pada prinsip efisiensi dan efektivitas.
4. Partisipatif. Mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan public dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan dan harapan masyarakat.
5. Kesamanan Hak. Tidak diskriminatif dalam arti tidak membedakan suku, ras, agama, golongan, gender dan status ekonomi.
6. Keseimbangan Hak dan Kewajiban. Pemberi dan penerima pelayanan publik harus memenuhi hak dan kewajiban masing-masing pihak.
2.2.2.3. Prinsip-prinsip Pelayanan Publik
Menurut keputusan MENPAN No.63 tahun 2003, dalam kegiatan pelayanan publik harus mengacu pada prinsip pelayanan sebagai pedoman dalam menjalankan kegiatannya. Adapun prinsip-prinsip pelayanan publik antara lain:
1. Kesederhanaan, artinya dalam proses pemberian pelayanan tidak harus berbelit- belit dan tidak mempersulit pelaksanaan pelayanan.
2. Kejelasan,artinya dalam segala persyaratan pelayanan publik harus jelas seperti rincian biaya pembayaran dan juga harus ada kejelasan mengenai tata cara pelayanan yang sesuai prosedur.
3. Kepastian waktu, artinya pelaksanaan pelayanan publik dapat terselesaikan dalam waktu yang telah ditetapakan.
d. Akurasi, artinya dalam proses pelayanan publik data-data yang diterima dengan benar, sesuai dengan fakta, tepat dan sah.
4. Keamanan, artinya dalam proses pelayanan publik harus mampu memberikan kepastian hukum dan rasa aman kepada penerima layanan.
5. Tanggung jawab, artinya para penyelenggara pelayanan mampu menyelesaikan segala keluhan atau persoalan yang diadukan masyarakat.

2.2.3 Pengaduan
Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan mendefinisikan sebagai berikut:
“Dalam Pasal 1 angka 8 dijelaskan bahwa Pengaduan merupakan bentuk keluhan, gagasan maupun sumbanagan pikiran suara yang disampaikan oleh masyarakat kepada pengelola pengaduan pelayanan atas pelaksanaan pelayanan yang tidak sesuai dengan standar pelayanan, atau pengabaian kewajiban dan/atau pelanggaran larangan. 

Menurut Tjiptono (2009) mendefinisikan sebagai berikut:
“Manajemen pengaduan (komplain) merupakan suatu sistem yang digunakan untuk memonitor sikap dan kepuasan para pelanggan, penyalur, dan partisipan lain dalam sistem pemasaran sehingga ketika terjadi permasalahan, manajemen dapat mengambil langkah yang lebih cepat untuk menyelesaikannya.”

Menurut Daryanto dan Setyobudi (2014:32) mendefinisikan seagai berikut:
“Komplain/keluhan adalah pengaduan/ penyampaian, ketidakpuasan, ketidaknyamanan, kejengkelan, dan kemarahan atas service jasa/produk. Berdasarkan pernyataaan tersebut, maka keluhan adalah suatu perasaan kecewa atas ketidakpuasan yang dilakukan oleh pihak penyedia layanan barang maupun jasa, sehingga pelanggan hal tersebut tidak sesuai dengan apa yang diharapkannya.”

Menurut Anwar Hadi (2000:67-68) mendefinisikan sebagai berikut:
“Pengaduan merupakan pernyataan secara lisan atau tertulis atas ketidakpuasan pelanggan terhadap pelayanan yang diberikan oleh suatu sistem pelayanan, serta pengaduan atas terjadinya segala bentuk kejahatan kriminal dan lain-lain.”

2.2.4 Pengaduan Masyarakat
Menurut Agus Fanar Syukri, Ph.D. (2009:29) mendefinisikan sebagai berikut:
“Pengaduan masyarakat merupakan suatu sumber informasi yang sangat penting bagi upaya-upaya pihak penyelenggara pelayanan untuk memperbaiki kesalahan yang mungkin terjadi, sekaligus secara konsisten menjaga dan meningkatkan pelayanan yang dihasilkan agar selalu sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.”


Menurut Rauf (2013;18) mendefinisikan sebagai brikut:
“Pengaduan masyarakat merupakan energi atau input untuk senantiasa melaksanakan upaya perbaikan terhadap penyelenggaraan pelayanan publik. dan pengaduan masyarakat tersebut dapat dijadikan sebagai tindakan korektif untuk memperbaiki proses penyelenggaraan pelayanan publik ke depan.”


2.2.5 Penerima Bantuan Iuran
Dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 21 Tahun 2019
“Penerima bantuan iuran jaminan kesehatan atau PBI Jaminan Kesehatan adalah fakir miskin dan orang tidak mampu sebagai peserta program jaminan kesehatan.”
Peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan atau PBI adalah salah satu program bantuan sosial (bansos) yang diberikan kepada masyarakat berupa bantuan iuran jaminan kesehatan menggunakan basis data dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
Mereka yang terdaftar Bansos PBI JK akan mendapatkan bantuan iuran BPJS Kesehatan. Bansos PBI JK adalah singkatan dari Bantuan Sosial Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan. Mengacu pada Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Bansos PBI JK hanya diberikan kepada masyarakat kurang mampu dan fakir miskin.  
Nantinya bantuan ini tidak diterima langsung oleh penerima, melainkan dibayarkan pemerintah kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. 

Tabel 2.2
Total masyarakat penerima bantuan iuran di Kota Cirebon Tahun 2022

	KELURAHAN
	PENERIMA BANTUAN IURAN

	Harjamukti
	52012

	Kejaksan
	18149

	Kesambi
	27655

	Lemah Wungkuk
	30802

	Pekalipan
	15527

	Total
	144145


Sumber: Dinas Sosial Kota Cirebon, Tahun 2023


2.3 Kerangka Pemikiran
Kerangka pemikiran adalah inti sari teori yang telah dikembangkan yang dapat menjadi landasan perumusan hipotesis. Teori dan konsep yang telah dikembangkan dalam rangka memberikan jawaban terhadap pertanyaan di dalam pemecahan masalah yang menyatakan hubungan antara variabel berdasarkan pembahasan teoritis.
Menurut Uma Sekaran dalam Sugiyono (2011:60) mengemukakan bahwa kerangka berfikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai hal yang penting. Jadi dengan demikian maka kerangka berfikir adalah sebuah pemahaman yang melandasi pemahaman-pemahaman yang lainnya dan menjadi pondasi bagi setiap pemikiran atau suatu proses dari keseluruhan dari penelitian yang dilakukan.  
Makna lainnya dapat di katakan bahwa kerangka pemikiran merupakan penjelasan sementara terhadap gejala yang menjadi objek permasalahan. Dalam menentukan kriteria utama agar suatu kerangka pemikiran dapat menyakinkan ilmuwan, adalah melalui alur-alur pemikiran yang logis dan jelas dalam membentuk pola berpikir yang membuahkan kesimpulan yang berupa hipotesis.
Dinas Sosial Kota Cirebon mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan bidang pemberdayaan, perlindungan dan jaminan sosial, bidang rehabilitasi sosial. Selain itu Dinas Sosial juga menyelenggarakan tugas umum pemerintahan berkewajiban menyelenggarakan pelayanan publik yang berkualitas serta mampu meningkatkan dan mempertahankan pelaksanaan tugas yang diberikan secara responsive terhadap pandangan dan aspirasi yang berkembang dalam kehidupan masyarakat.
Dalam menjalankan pelayanan publik, maka pendekatan yang digunakan dalam menganalisis pelayanan publik adalah teori yang dikemukakan oleh Levine dalam Dwiyanto  bagaimana pelayanan publik dapat dinilai dengan baik, menurut Levine dalam Dwiyanto ada tiga dimensi untuk menilai pelayanan publik yaitu:
1. Responsifitas
2. Responsibilitas
3. Akuntabilitas 
Ketiga dimensi tersebut memiliki hubungan yang erat dalam pelayanan publik. Berdasarkan penjelasan di atas, penulis mengemukakan kerangka pemikiran sebagai berikut :








Tabel 2.3
Kerangka Pemikiran

					     ProsesUU No 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik
Levine dalam  Dwiyanto  (2008:143) mengemukakan  tiga  Dimensi  untuk  menilai kualitas produk  pelayanan  publik.  Adapun  ketiga dimensi, yaitu 
1. Responsifitas
2. Responsibilitas
3. Akuntabilitas

  InputPelayanan Pengaduan Masyarakat Penerima Bantuan Iuran di Dinas Sosial Kota Cirebon



						       OutputBelum tercapainya harapan masyarakat
Pelayanan yang diharapkan masyarakat

    Feedback 

         OutcomeTercapainya kinerja pelayanan publik
Meningkatkan pelayanan Pengaduan Masyarakat




